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MOTTO 

 

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah 

yang membuat kita berharga” 

(Abduraahman Wahid) 

 

 

“Menjadi rendah hati tak membuat seseorang berkurang, justru mengisi. Kembali 

ke diri yang lebih sederhana akan memberi kebijaksanaan”  

    (Jalaluddin Rumi)
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ABSTRAK 

Tolak ukur harga minimum hanya dilarang terjadi harga tersebut lebih menguntungkan 

daripada merugikan persainga usaha. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat bertujuan untuk memberikan tujuan yang jelas dan spesifik mengenai jual beli, serta 

menjelaskan hal-hal yang dapat dikualifikasikan sebagai potensi pelanggaran larangan jual 
beli., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana batasan penetapan harga sehingga 

tidak dikatakan melakukan praktek jual rugi dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum 

pelaku usaha apabila terbukti melakukan praktek jual rugi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap 
permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. 

Kesimpulan yang didapat yaitu Bahwa adanya pelaku usaha yang menjual semen dengan 

harga rugi dipengaruhi oleh serapan pembelian yang tidak merata dikarenakan tidak adanya 
batasan harga semen secara Nasional yang mengakibatkan pelaku usaha dengan 

sembarangan menjual semen dengan harga rugi mengingat target penjualan yang harus 

dipenuhi. Dan Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi, yang 
mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, dapat mengakibatkan pelanggaran 

terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..  

Saran penulis adalah Hendaknya Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan 
mengeluarkan peraturan yang mengatur rentang harga jual semen dengan 

mempertimbangkan biaya produksi para produsen. Dan Hendaknya setelah  dilakukan  

penentuan  ambang  batas  oleh  Pemerintah, KPPU dapat melakukan pengawasan yang 
lebih ketat dengan turun langsung ke lapangan secara rutin agar persaingan usaha melalui 

penjualan dengan harga rugi bisa di minimalisir dan terjadi kondusifitas dalam 

menjalankan usaha yang sehat. 

 
Kata kunci : Pertanggungjawaban, Jual Rugi, Pelaku Usaha, KPPU.  
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ABSTRACT 

The minimum price benchmark is only prohibited if the price is more profitable than 

detrimental to business competition. Business Competition Supervisory Commission 

Regulation Number 6 of 2011 concerning Guidelines for Implementing Article 20 (Sales at 
a Loss) of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and 

Unfair Business Competition aims to provide clear and specific objectives regarding 

buying and selling, as well as explaining matters things that can be qualified as potential 
violations of the prohibition on buying and selling. The formulation of this research 

problem is: What are the limits on price setting so that it is not said to be practicing selling 

at a loss and what is the legal responsibility of business actors if they are proven to be 

practicing selling at a loss. 
This type of research is normative juridical research, where the approach to problems 

is by examining statutory, conceptual and case provisions. 

The conclusion obtained is that the existence of business actors who sell cement at a loss 
price is influenced by uneven purchasing uptake due to the absence of a national cement 

price limit which results in business actors carelessly selling cement at a loss price 

considering the sales targets that must be met. And the accountability of business actors 
who practice selling at a loss, which results in unhealthy business competition, can result 

in violations of Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly 

Practices and Unfair Business Competition. 

The author's suggestion is that the Government, through the Minister of Trade, issue a 
regulation that regulates the selling price range for cement by taking into account the 

production costs of producers. And after the Government has determined the threshold, the 

KPPU can carry out stricter supervision by going directly to the field on a regular basis 
so that business competition through sales at a loss can be minimized and there is 

conduciveness to running a healthy business. 

 

Keywords: Accountability, Loss Selling, Business Actors, KPPU. 
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